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ABSTRAK

Kewajiban menjalankan proses acara mediasi di lembaga peradilan sudah
diberlakukan semenjak terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Pelaksanaan Mediasi yang kemudian diperbarui dengan diterbitkannya PERMA
No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Salah satu tujuan dari terbitnya PERMA
tersebut tidak lain untuk mewajibkan setiap pihak yang berperkara untuk
mengupayakan damai terlebih dahulu, termasuk perkara perceraian yang diajukan
ke pengadilan. Dengan demikian harapannya melalui PERMA ini mampu
menekan angka perceraian dengan upaya mediasi.

Setelah kurang lebih satu tahun semenjak terbit dan berlakunya PERMA
No. 1 Tahun 2016, belum banyak penelitian ataupun laporan yang mengkaji
tentang efektifitas implementasi PERMA terbaru dan dampaknya. Hal ini yang
menjadikan penulis tergerak untuk mencoba menggali sejaun mana efektifitas
PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam menekan angka perceraian di Pengadilan
dengan mengambil sampel obyek penelitian di Pengadilan Agama Wates.

Pengadilan Agama Wates sengaja dipilih karena di Pengadilan ini angka
perceraian juga cukup tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang
menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan agar hasil yang didapatkan
mampu menjelaskan lebih mendalam faktor apa saja yang mempengaruhi
keberhasilan maupun kegagalan mediasi di lapangan, yang tidak hanya
mengandalkan dokumen dan data statistik semata melainkan juga melalui kajian
lebih luas dengan cara wawancara pihak terkait, observasi, dan kajian teoritis.
Data-data tersebut kemudian dikaji dengan metode deduktif-induktif (campuran)
demi mendapatkan hasil analisis yang komprehensif. Hasil analisis yang didapat
kemudian dibandingkan dengan keberhasilan mediasi di tahun sebelumnya yakni
ketika masih menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2008.

Dari penelitian yang ada, penulis mendapati bahwa meskipun
implementasi mediasi di Pengadilan Agama Wates dinilai telah berhasil
dilaksanakan dengan baik, namun dirasa masih belum efektif dalam
menyelesaikan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Wates.
Dikatakan berhasil karena regulasi mediasi sudah dilaksanakan secara maksimal
dan mampun meningkatkan keberhasilan mediasi dengan ditandai jumlah perkara
yang dicabut sebanyak 7% dibanding tahun sebelumnya yang hanya 1%.
Sedangkan dinilai belum efektif karena keberhasilannya masih dinilai sangat kecil
dibandingkan jumlah perkara yang gagal yaitu 93% lainnya dari total perkara
yang diajukan. Padahal idealnya suatu mediasi dikatakan efektif apabila
setidaknya mampu menekan hingga separuh atau lebih dari angka perceraian yang
masuk. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi di pengadilan
antara lain Faktor Perkara yang diajukan cukup berat dan dirasa tidak
dimungkinkan lagi untuk berdamai, faktor ketidakhadiran para pihak dalam proses
mediasi, kurangnya kemampuan mediator dalam memediasi perkara, serta
kurangnya kesadaran para mediator untuk memperjuangkan mediasi sepenuh hati
agar para pihak mau mengupayakan perdamaian.

Kata Kunci: efektivitas, mediasi, PERMA No. 1 Tahun 2016
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

I

N e B I

L

o b b G O § & & o oC

Huruf Arab

Nama

Alif

Huruf Latin

tidak dilambangkan

b
t

$

Keterangan

tidak dilambangkan
be
te
es (dengan titik di atas)
je
ha (dengan titik di bawah)
ka dan ha
de
zet (dengan titik di atas)
er
zet
es
es dan ye
es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas
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ge
ef
qi
ka

“el

‘em

en

wawd w

h&’ ha
hamzah apostrof

ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Ditulis
ditulis

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Biladimatikan ditulis h

Ditulis

ditulis

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah
terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis dengan h.

M
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3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan

dammah ditulis t atau h.

D. Vokal pendek
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

fathah

kasrah

dammah

E. Vokal panjang

F. Vokal rangkap
ditulis

ditulis

ditulis

ditulis




G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

ditulis
ditulis
ditulis

H. Kata sandang alif + lam

1. Biladiikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

ditulis
ditulis

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el)

nya.

ditulis
ditulis

;
i

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ditulis

ditulis
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara kodrat manusia menikah pasti menghendaki kehidupan rumah tangga
yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang
terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua orang dapat
membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya
perceraian, baik cerai mati, cerai talag, maupun cerai atas putusan hakim. Sebuah
survei menunjukkan bahwa jumlah perceraian di dunia telah meningkat selama
beberapa dekade terakhir, sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju
berkembang. Fenomena perceraian seperti ini ternyata tidak hanya berlangsung di
negara maju seperti di Eropa dan Amerika, tetapi juga di negara berkembang seperti
Indonesia. Menurut Singarimbun dan Permore, rata-rata perceraian di Indonesia lebih
tinggi dari negara manapun di Asia. Persentase pasangan bercerai di Indonesia
meningkat setiap tahunnya. Tahun 2000 persentase perceraian mencapai 6,9% dari
pasangan yang menikah, sedangkan pada tahun 2005 perceraian telah meningkat
hingga mencapai 8,5%. *

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan,

! Ditjen PPA. (2008), Angka Cerai dan Nikah di Indonesia, http://klasiber.uii.ac.id/ mod/
forum/ discuss.php?d=390 diakses pada 5 Februari 2017.




yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang
beragama Islam.? Perceraian dalam keluarga itu biasanya berawal dari suatu konflik
antara anggota keluarga. Bila konflik ini sampai pada titik kritis maka peristiwa
perceraian berada di ambang pintu. Konflik-konflik itu umumnya terjadi karena
disebabkan oleh masalah ekonomi, perbedaan usia yang besar, dan persoalan prinsip
hidup yang berbeda

Perselisihan atau persengketaan tersebut dapat diselesaikan melalui
pengadilan dan di luar pengadilan. Akan tetapi proses penyelesaian sengketa melalui
pengadilan seringkali menghasilkan suatu keputusan yang bersifat umum, yang
belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan
“win-lose solution” (strategi menang kalah). Dengan adanya pihak yang menang dan
kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tetapi di pihak lain merasa tidak puas,
sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang
bersengketa. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat,
membutuhkan waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal.

Selain proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, ada juga proses
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang “win-win
solution”, karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan
musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan

bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak. Keputusan yang dihasilkan

2 Achmad Djumairi, Hukum Perdata I, (Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo,
1990), him. 65.



melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dijamin kerahasiaannya oleh
para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk
umum dan dipublikasikan Salah satu penyelesaian sengketa yang sering dilakukan
adalah mediasi.> Mediasi merupakan salah satu alternatif dalam meyelesaikan
sengketa.* Mediasi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses litigasi
sebab apabila mediasi tidak dilaksanakan maka putusan pengadilan batal demi
hukum.

Mediasi mendapatkan kedudukan penting dalam system hukum di Indonesia,
yakni diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016,
karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses
berperkara di pengadilan. Di dalam ketentuan PERMA tersebut mengatur bahwa
setiap perkara sengketa perdata yang masuk di Pengadilan, mewajibkan para pihak
untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu.
Para pihak dipaksa oleh system hukum yang ada untuk mau berdamai terlebih dahulu,
dengan cara mempertemukan para pihak untuk bermusyawarah agar mau mengakhri
perselisinan atau sengketa dengan dibantu dan difasilitasi oleh mediator. Mediator

sendiri harus merupakan pihak netral yang tidak memiliki kepentingan apa pun,

3Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama membawa
sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat diselesaiakan dengan cepat dan biaya ringan dan
mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (court congestion) di pengadilan.

*Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), (Bandung, PT
Citra Aditya Bakti, 2000), him. 47.



sehingga harapannya mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan para pihak
untuk dicarikan solusi jalan keluar melalui musyawarah atau perundingan bersama.
Dengan demikian tujuan utama mediasi adalah kesepakatan para pihak untuk
mengakhiri sengketa dengan consensus dan saling mengakomodasi kepentingan
masing-masing.

Menarik untuk dikaji dari proses dan ketentuan mediasi akhir-akhir ini adalah
semenjak lahirnya PERMA No. 1 tahun 2016, ada beberapa ketentuan mediasi yang
berubah dan sedikit berbeda dengan ketentuan pada PERMA No. 1 Tahun 2008. Ada
beberapa poin penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbeda
dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Misalnya, jangka waktu penyelesaian mediasi
lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak ditetapkannya jadwal
mediasi oleh majelis hakim.® Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan bahwa mengapa
jangka waktu mediasi di Pengadilan dirubah menjadi lebih singkat dengan hanya 30
hari. Padahal fakta di lapangan menyatakan bahwa meskipun para pihak sudah diberi
jangka waktu mediasi selama 40 hari sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008
kenyataannya masih banyak pihak-pihak yang bersengketa tidak bisa didamaikan,
sehingga mediasi selama jangka waktu 40 hari tersebut dinyatakan gagal.

Fenomena di atas sebenarnya umum terjadi di berbagai Pengadilan, sebab
mereka menganggap bahwa sebenarnya jangka waktu 40 hari dirasa kurang untuk

bisa meyakinkan para pihak untuk mau berdamai. Hal ini diamini pula oleh beberapa

® Pasal 3 Ayat (6) PERMA No 1 Tahun 2016.


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28375/node/630/peraturan-ma-no-01-tahun-2008-prosedur-mediasi-di-pengadilan

hakim yang bertugas sebagai mediator di Pengadilan Agama, yang menyatakan
bahwa sebenarnya jangka waktu 40 hari mediasi masih dirasa kurang.® Lalu mengapa
kini ketentuan tersebut dirubah di PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan menjadi hanya
30 hari saja, padahal jangka waktu 40 hari di PERMA sebelumnya saja masih dirasa
kurang oleh beberapa pihak. Dengan terbitnya PERMA terbaru tersebut, maka secara
otomatis harus diberlakukan di seluruh lembaga peradilandi seluruh Indonesia,
termasuk di Pengadilan Agama Wates.

Pengadilan Agama Wates merupakan pengadilan yang berada di wilayah
Kulonprogo yang berkedudukan dibawah Mahkamah Agung, sudah seharusnya
menerapkan mediasi dalam proses penyelesaian perkara yang diajukan ke Pengadilan
Agama Bondowoso, khusunya pada perkara perceraian, baik perkara perceraian yang
diajukan oleh pihak suami atau isteri. Pada tahun 2016 dari 120 perkara yang
dimediasi sebagian besar adalah perkara perceraian terdapat 8 perkara yang dicabut.
Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya hanya 2 perkara yang dicabut dari
139 perkara yang dimediasi. Bahwa terdapat penurunan angka perceraian dan
kemungkinan angka keberhasilan mediasi meningkat di Pengadilan Agama Wates
pasca diberlakukan PERMA No 1 Tahun 2016.

Dari hal itu kemudian muncul juga pertanyaan tentang sejauh mana efektivitas

mediasi pasca terbitnya peraturan mediasi terbaru yakni PERMA No 1 Tahun 2016

® Hasil wawancara dengan Ibu Hj Nurlistiyani, S.H., Panitera Muda Pengadilan Agama
Wates, pada 3 April 2017 di ruang Panitera Pengadilan Agama Wates.



yang terkait masalah perubahan jangka waktu mediasi tersebut?. Hal ini tentu
menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga Pengadilan Tingkat Pertama, dalam
konteks ini adalah Pengadilan Agama dalam menyelesaikan proses mediasi sengketa
perdata seperti sengketa perceraian. Berangkat dari pemikiran dan realitas tersebut di
atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai mediasi dengan
judul “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pasca Terbitnya Perma No. 1

Tahun 2016 (Studi di Pengadilan Agama Wates, Yogyakarta) Tahun 2015-2016.”

B. Pokok Masalah

Melihat dan memahami latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti
merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana implementasi dan efektifitas penerapan mediasi dalam perkara
perceraian di Pengadilan Agama Wates, Yogyakarta, pasca terbitnya PERMA
No 1 Tahun 2016?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh para mediator di Pengadilan Agama
Wates, Yogyakarta, dalam mengefektifkan mediasi perkara perceraian Tahun

2015-2016?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah:



1. Tujuan

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana efektivitas penerapan
mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama
Wates Pasca PERMA No.1 Tahun 2016.

b. Untuk menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan oleh Pengadilan
Agama Wates dalam mengefektifkan penerapan jangka waktu mediasi
yang hanya 30 hari dalam menyelesaikan perkara perceraian yang
berkaitan dengan faktor-faktor penentu keberhasilannya.

2. Kegunaan

a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini penyusun berharap dapat
memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang kajian hukum di bidang
mediasi.

b. Sebagai sumbangan pemikiran akademis, dan bahan pertimbangan bagi
para pihak mediator, hakim, dan pakar hukum di lingkungan lembaga
peradilan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, berkaitan
dengan masalah mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian agar

mediasi yang dilakukan dapat berjalan secara efektif.

D. Telaah Pustaka
Berdasarkan hasil penelusuran yang ditemukan, ada beberapa karya ilmiah
yang membahas tentang mediasi di Pengadilan Agama, antara lain hasil penelitan

yang sempat penulis temukan baik berupa skripsi, tesis, buku-buku akademik,



maupun Kkarya ilmiah lainnya. Adapun karya-karya ilmiah yang sempat penulis
telusuri antara lain adalah skripsi hasil penelitian yang dilakukan oleh Firdaus
Ainur Rafiq berjudul “Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca
SEMA No 1 tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama
Menerapkan Lembaga Damai (eks pasal 130 HIR/ 154 Rbg).”” Skripsi ini
menerangkan tentang Penerapan mediasi pasca SEMA No 1 tahun 2002.
Meskipun demikian, skripsi tersebut hanya membahas tentang mediasi yang ada di
dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Penelitian tersebut merupakan penelitian lama
sebelum munculnya PERMA No. 1 Tahun 2016.

Selanjutnya ada skripsi Intan Atigoh “Efektifitas Mediasi dalam Perkara
Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan)”.® Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan mediasi
dan kendala yang dihadapi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama
Klaten pasca PERMA No 1 Tahun 2008. Skripsi tersebut juga memaparkan
sedikitnya keberhasilan mediasi disebabkan kemauan para pihak yang kuat untuk

bercerai, serta factor penghambat yang meliputi tidak adanya mediator yang

’ Firdaus Ainur Rafiq “Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA
Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga
Damai (eks Pasal 130 HIR/ 154 Rbg)” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2006).

® Intan Atiqoh, “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian(Studi PA di Klaten Pasca
PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”. skripsi tidak diterbitkan,
Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).



bersertifikat dan minimya waktu serta skill mediator. Penelitian ini hanya
membahas tentang sejauh mana keberhasilan mediasi yang dilakukan di
Pengadilan Agama Klaten dan faktor faktornya setelah muncul PERMA No 1
Tahun 2008.

Skripsi Fitrizal Widya Pangesti “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik
Mediasi Perkara Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan
Agama Brebes”.® Skripsi ini menjelaskan tentang proses penyelesaian perkara
perceraian melalui sidang keliling yang terdapat sedikit perbedaan dalam hal
teknis mengenai pembagian tugas hakim akan tetapi tidak keluar dari hukum
acara serta praktik mediasi yang tidak dilaksanakan di lokasi sidang keliling
sehingga masyarakat merasakan kurang efektif dan efisiennya sidang keliling.
Penelitian ini hanya meninjau proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama
Brebes dari sudut pandang hukum Islam.

Skripsi Ades Putra Arba “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)”.’® Skripsi ini
memaparkan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri

Yogayakarta telah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2008, mediasi di

%Fitrizal Widya Pangesti,” Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara
Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes” skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Ades Putra Arba “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri
(Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2015).



Pengadilan Negeri Yogyakarta belum dianggap efektif karena para pihak belum
sadar bahwasanya perceraian adalah sebuah aib dan perkara yang mereka hadapi
telah akut, tingkat keberhasilan dari tahun 2013 sampai tahun 2014 menurun dari
6,5 % pada tahun 2013 menurun menjadi 3,5 % pada tahun 2014, mahkamah
agung belum pernah memberikan insentif kepada mediator yang berhasil
melakukan mediasi dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
mediasi yaitu faktor pendukung keberhasilan mediasi diantaranya: a) kemampuan
mediator, b) siapa yang menggugat, c) perkara yang ringan. Selain faktor
pendukung adapula faktor penghambat yaitu: a) keinginan kuat para pihak untuk
bercerai, b) terjadi konflik berkepanjangan, c) faktor psikologis dan kejiwaan para
pihak. Skripsi ini mengkaji tentang efektifitas mediasi perkara perceraian di
Pengadilan Negeri dengan PERMA No. 1 tahun 2008, sedangkan penulis akan
mengkaji efektifitas mediasi di Pengadilan Agama dengan PERMA yang terbaru
yakni PERMA No. 1 Tahun 2017.

Susanti Adi Nugroho dalam bukunya “Mediasi sebagai Alternatif
Penyelesaian Sengketa” memaparkan bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam
proses beracara di Pengadilan dapat mempermudah tercapaianya fungsi lembaga
peradilan dalam penyelesaian sengketa, dan sesuai dengan tugas pokok pengadilan
yang bersifat memutus. Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya,
menerbitkan PERMA tentang prosedur mediasi di pengadilan. Proses mediasi di

pengadilan ini wajib dilakukan karena landasan PERMA adalah memberdayakan
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pasal 130 HIR/154 RBg. Tidak menjalankan proses mediasi akan berakibat
putusan menjadi batal.™

Uraian di atas menunjukkan bahwa penelitian yang pernah dilakukan
belum menyentuh tentang apa yang akan penyusun teliti yaitu penelitian dengan
judul “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian Pasca PERMA No 1 Tahun

2016 di PA Wates”. Judul ini yang kemudian akan penulis kaji secara mendalam

sebagai kajian karya ilmiah skripsi.

E. Kerangka Teoritik

Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan secara hukum dan
permanen. Tindakan hukum ini akan mempengaruhi hak asuh atas anak, hak
kunjungan dari orang tua, pembagian harta benda, dan tunjangan anak. Perceraian
yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami istri merupakan suatu
proses kompleks yang mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis dan
lingkungan. Perceraian seringkali terjadi sebagai akibat dari adanya perselisihan atau
sengketa di dalam suatu hubungan rumah tangga suami-isteri.

Di Indonesia, Praktek penyelesaian sengketa keperdataan seperti perceraian
dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui lembaga peradilan (litigasi) dan
lembaga di luar peradilan (non litigasi). Peradilan yang berlaku di indonesia,

penyelesaian sengketa melalui mediasi wajib dilakukan sebelum memasuki pokok

gysanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta:
PT.Telaga llmu Indonesia. 2009), him. 186.
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perkara, baik itu boleh Peradilan Agama maupun Peradilan Umum. Sedangkan
penyelesaian sengketa diluar Peradilan, yaitu lembaga khusus yang menangani
masalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut juga Alternative Dispute
Resolution (ADR) melalui cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penetapan ahli,
Akan tetapi, biasanya penyelesaian sengketa melalui ADR ini lebih banyak dalam
bidang bisnis.*?

Di dalam hukum Islam sebenarnya dianjurkan agar sebelum terjadi
perceraian, harus melalui usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik itu
melalui hakam (juru damai) maupun dari kedua belah pihak sendiri.** Kedudukan
hakam atau juru damai tersebut di dalam sistem hukum kita di PERMA mediasi lebih
mirip seperti mediator yang membantu proses perdamaian para pihak yang
bersengketa.

Jauh sebelum masyarakat Indonesia mengenal hukum mediasi yang tertulis,
sebenarnya masyarakat Indonesia sudah mengenal konsep mediasi secara adat, yakni
dengan cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan

dan musyawarah mufakat.'* Penyelesaian ini bersifat kultural yang setiap adat

12 Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam teori dan praktik, (Jakarta: Sinar Grafika),
2012), him 62.

3 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press), 2013,
him. 213.

14 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, cet.
ke-2, (Jakarta: Kencana, 2011), him. 284-285.
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memiliki Kkarakteristik sendiri dan cara yang berbeda-beda. Meskipun demikian
pendekatan yang dilakukan umumnya sama yakni dengan cara musyawarah.™
Penyelesaian dengan cara musyarawarah mufakat inilah yang membutuhkan pihak
ketiga sebagai mediator yang menjembatani jalannya penyelesaian masalah. Maka
dari itu konsep ini seringkali disebut dengan konsep penyelesaian sengketa/masalah
melalui mediasi.

Selain mediasi secara hukum adat, masyarakat Indoesia juga mengenal konsep
mediasi yang ada dalam hukum Islam yakni as-sulh atau sering dikenal juga dengan
sebutan islah. Konsep as-sulh atau islah ini secara umum diartikan sebagai cara
perdamaian yang menggunakan bantuan jasa pihak ketiga. Konsep as-sulh dalam
Islam dapat digunakan untuk mendamaikan masalah sengketa perkawinan antara
pihak suami dan isteri. Meskipun as-sulh digunakan untuk menyelesaikan
perselisihan antara suami isteri, ternyata as-sulh dalam Islam juga digunakan untuk
perdamaian lain yang tujuannya adalah untuk mencapai sebuah kesepakatan dengan
bermusyawarah seperti contohnya mediasi penyelesaian sengketa perdata sengketa
waris, sengketa bisnis/muamalah, sengketa politik maupun pidana.*®

Konsep islah atau as-sulh ini sangat dianjurkan digunakan untuk

menyelesaiakn masalah persengketaan di keluarga, ketika terjadi percekcokan antara

1> Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan
dan Aspek Hukum, cet. Ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), him. 80-83.

18 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah..., him. 113-216.
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suami isteri hingga mengakibatkan perceraian. Melalui is/ah atau as-sulh harapnnya
ikatan perkawinan masih bisa dipertahankan sehingga tidak terjadi perceraian.
Penyeleaian melalui is/ah atau as-sulh ini dapat digunakan untuk mendamaikan para
pihak yang terlibat syigaq ataupun nusyuz. Syigaq menurut penjelasan Pasal 76 ayat
(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dimaknai sebagai
Syigaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.'’
Kata syigaq berasal dari bahasa arab al-syaqq yang berarti sisi, perselisihan
(al khilaf), perpecahan, permusuhan (al-‘adawah), pertentangan atau persengketaan.
Secara terminologi figh syigaq diartikan dengan keretakan yang sangat hebat antara
suami istri.*® Pertengkaran yang hebat ini biasanya dikarenakan adanya pencemaran
kehormatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak hingga akhirnya masing-
masing bertengkar karena merasa sudah tidak nyaman. Sedangkan nusyuz secara
etimologi berarti tempat yang tinggi. Adapun secara terminologi maknanya ialah
pembangkangan seorang wanita terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan
Allah untuk ditaatinya. Seakan-akan wanita itu merasa yang paling tinggi, bahkan
lebih tinggi dari suaminya.*® Nusyiiz dapat pula diartikan sebagai ketidakpatuhan
salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan satu rasa benci

terhadap pasangannya. Perilaku nusyuz merupakan tidak taatnya suami atau isrti

' Tambahan Lembaran Negara RI, Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

18 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 95.

19 Syaikh Mahmud al-Mashri, Perkawianan Idaman, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), him. 359.
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terhadap pasanganya secara tidak sah atau tidak cukup alasan. Baik syigaq maupun
nusyuz keduanya bisa diselesaikan dengan is/ah atau as-sulh.

Ketika terjadi syigaq antara suami isteri maka wajib dilakukan perdamaian
dengan mengangkat hakam atau juru damai di antara mereka yang berselisih. Hal ini
datur di dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 35 yang mengatur masalah sengketa
keluarga antara suami dan isteri ketika terjadi syigagq.?® Ayat tersebut mewajibkan
bagi mereka yang bersengketa/syigaq untuk mengankat juru damai atau yang sering
disebut dengan hakam dan ini hukumnya wajib karena ayat tersebut merupakan
perintah. Sedangkan ketika suami atau isteri melakukan nusyuz bisa juga didamaikan
atau dicarikan solusi perdamian melalui konsep islah atau as-sulh sebagaimana
dijelaskan di dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 128,** dengan syarat yang
melakukan nusyuz adalah dari pihak suami, dan implikasi hukumnya adalah
dianjurkan (tidak wajib sebagaimana syigaq) untuk mengadakan perdamaian melalui
islah atau as-sulh. Sedangkan apabila yang melakukan nusyiiz adalah isteri maka cara
peneylesaiannya adalah dengan cara isteri dinasehati, dan/atau isteri dipisahkan dari

tempat tidur (tidak digauli), dan/atau isteri boleh dipukul dengan pukulan yang

0 Ayat yang secara khusus membahas cara perdamaian ketika terjadi syigaq ada di dalam al-
Qur’an Surat an-Nisa (4): 35 yang berbunyi:

\R@Q\Sﬁ\o\hﬁ\@ﬁ\;h| T O Ledal (e LaSa g adal (he LS | ginald Lagin (3la5 2384 ()

2! An-Nisa (4): 128 berbunyi:
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mendidik (tidak sampai melukai) sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur’an surat
an-Nisa ayat 34.%

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa nusyuz dan syigaq sama-
sama bisa diselesaikan dengan cara islah atau as-sulh. Bedanya hanya pada implikasi
dari ayat yang menjelaskan tentang penerapan konsep isiah atau as-sulh tersebut.
Ketika baru sebatas nusyuz yang berupa pembangkangan dari salah satu pihak seperti
isteri membangkang atau suami acuh kepada isteri hingga mereka tidak menjalankan
tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka dianjurkan untuk berdamai supaya
kembali hubungan perkawinan mereka menjadi harmonis kembali. Namun ketika hal
itu sudah memuncak, terjadi syigaq berupa pertengkaran yang hebat antara suami-
isteri maka diwajibkan atas mereka untuk berdamai dengan bantuan mengangkat juru
damai dari masing-masing pihak. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur’an
surat an-Nisa ayat 128 dan menjadi dasar hukum positif sebagaimana dijelaskan
dalam Pasal 76 ayat (1), dan (2), Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama.”

O pumal s 5t bl s Talia Legiss by o Lagale lin D6 Ll st 511 ik Lo (30 A 81 yal ol
I ymd o slent Loy LS ) ()l ) 685 g ) ghuen "O\J&_&S\

22 An-Nisa (4): 34 berbunyi:
S Gle S A1 ) Shasns Geale 1 53t Mo oSialal () (4 5 puia 5 galimall (3 0p 5 a5 (n shand (a ) s (583 DU

2% pasal 76 ayat (1), dan (2), Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
menyebutkan bahwa:

1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syigag, maka untuk mendapatkan putusan

perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang
yang dekat dengan suami istri.
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Hakam menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ialah orang yang
ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak
lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syigagq.?* Hakam
merupatan utusan atau delegasi perdamaian yang pengangkatannya harus dari kedua
belah pihak yakni dari pihak isteri dan dari pihak suami. Orang yang bertindak
sebagai bisa datang dari keluarga, tokoh masyarakat atau pemuka agama yang
membantu jalannya perdamaian.

Syarat yang harus dimiliki untuk menjadi hakam antara lain adalah
sebagaimana dijelaskan oleh Jalaluddin al-Mahally sebagai berikut:

“Disyaratkan kedua hakam itu adalah merdeka, (jujur) serta punya
pengetahuan tentang tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.”*

Dari syarat di atas jelas bahwa seorang hakam harus selain harus merdeka
(independen), dan jujur, dia juga disyaratkan harus punya pengetahuan dan

kemampuan dalam menjalankan tugasnya sebagai hakam. Selain itu disunnahkan

2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri
dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain
untuk menjadi hakam.

2 penjelasan Pasal 76 ayat (2), mengenai hakam. Tambahan Lembaran Negara RI, Penjelasan
atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

% Jalaluddin al-Mahally dalam kitabnya menjelaskan mengenai syarat hakam antara lain:
ping (o puaiiall g Lo ) elaia Y] Allsel] 5 4y o) Lagd Lo i 5

Lihat, Jalaluddin al-Mahally, Qalyuby wa Umairah, (Mesir: Dar al-Thya’ al-Kutub al-*Arabiyah, tt.),
him. 307.
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kedua pendamai ini dari keluarga sendiri yakni seorang hakam dari pihak suami dan
seorang hakam dari pihak istri sebagaimana yang tersirat dalam ayat.

Apabila dari pihak keluarga yang bersengketa tidak ada yang bisa dijadikan
hakam, maka seorang hakim/majelis hakim bisa mengutus dua orang laki-laki dari
orang lain. Dianjurkan laki-laki yang dutus sebagai hakam tersebut sebaiknya dari
tetangga suami istri tersebut, yakni orang yang cakap dan mengetahui hal-hal yang
berkaitan dengan suami istri, dan dianggap mampu mendatangkan perdamaian di
antara keduanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaily yang
menyatakan bahwa:

“Jika keduanya tidak berasal dari keluarga kedua suami isteri, maka hakim

mengangkat dua orang laki-laki yang bukan kelaruga (orang lain: ajnabiy).

Alangkah baiknya jika yang diutus (keduanya) berasal dari tetangga suami

isteri, yang mengetahui betul keadaan suami isteri, serta memiliki

kemampuan untuk mendamaikan keduanya.”?

Dasar hukum konsep islah atau as-sulh ada di dalam al-Qur’an dan Sunnah
Rasulullah SAW. Dasar hukum isiah atau as-sulh di dalam al-Qur’an djelaskan di

dalam beberapa ayat, di antaranya adalah surat an-Nisa ayat 35 yang mengatur

masalah sengketa keluarga antara suami dan isteri:*’

% Wahbah Az-Zuhaily, al-Figh al-Islamiy wa Adillatuhu, (Dar al-Fikr, Damaskus, 1984),
him. 528.

2" An-Nisa (4): 35.
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Sedangkan di dalam salah Hadis Nabi juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan

Tirmizi dari Umar Bin Auf Al- Muzanni Rasulullah Saw. Bersabda:
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%8 An-Nisa (4): 114.
% An-Nisa (4):: 128.

%0 Al-Hujurat (49): 9-10.
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“ash-shulh adalah sesuatu yang harus ada di antara kaum muslimin,
kecuali suatu perdamaian yang menghalalkan yang haram atau
mengharamkan yang halal, dan kaum muslimin terikat dengan janji
mereka, kecuali janji yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan
yang haram.”*

Dari beberapa dalil di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan
pihak yang berengketa untuk menempuh jalur damai ketika terjadi sengketa. isiah
atau as-sulh memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik
dalam menyelesaikan sengketa, dengan tidak hanya terpaku pada klaim bukti dan
saling menggugat semata, melainkan para pihak boleh dan diberi kesempatan untuk
mencari jalan keluar bersama agar sengketa mereka dapat diakhiri.

Anjuran islah atau as-sulh ini didasarkan pada pertimbangan bahwa isiah atau
as-sulh dapat memuaskan para pihak, mendekati rasa keadilan yang diinginkan
bersama, mengantarkan kepada ketentraman hati memuaskan para pihak, dan tidak
ada pihak yang merasa menang atau kalah dalam penyelesaian.*? Dasar pertimbangan
ini pula yang dijadikan sebagai pertimbangan konsep mediasi dalam hukum adat,
yakni penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat demi mendapatkan

keputusan yang saling memuaskan para pihak. Maka dari itu penulis menyimpulkan

bahwa PERMA mediasi yang dijadikan regulasi merupakan implementasi dari nilai-

3! Terjemahan Hadis ini dikutip Syahrizal Abbas di dalam Mediasi dalam Hukum Adat, dan
Hukum Nasional. Terjemahan tersebut merupakan terjemahan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi
di dalam kitab Subulussalam juz 4. Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, (Jakarta: Kencana, 2011), him. 161. Lihat pula Imam Mohammed bin Ismail al-Kahlani,
Subulussalam, (Mesir: Syarikat Maktabah Mushtafa al-Halabi, 1975), I1V: 115.

%2 As-Sayyid Sabig, Figh as-Sunnah, (Kairo: Dar al-Fath, 2000), I11: 210.
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nilai dan tujuan mediasi yang ada di dalam hukum Islam dan hukum adat yang
kemudian diolah dan dijadikan hukum positif sebagai salah satu upaya solusi hukum
dalam mendamaikan sengketa.

Melalui mediasi para pihak diharapkan bisa lebih leluasa untuk menentukan
hasil kesepakatan damai yang dirasa memenuhi rasa keadilan bersama ketimbang
harus melalui jalur persidangan. Umumnya suatu kompromi mediasi perdamaian
akan lebih disukai daripada jatuhnya keputusan pengadilan untuk menetukan siapa
yang salah dan siapa yang benar. Maka dari itu, mediasi dilakukan dengan harapan
untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif tanpa menimbulkan ketegangan
sosial.*®* Hal inilah yang dijadikan pula sebagai pertimbangan ketentuan PERMA
mediasi baik PERMA No. 1 Tahun 2008 maupun PERMA No. 1 Tahun 2016 yang
mewajibkan setiap perkara perdata yang masuk di pengadilan untuk dilakukan
mediasi terlebih dahulu.

Dalam sidang perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama, ketika
kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, maka hakim mewajibkan
kedua belah pihak pada hari itu juga atau paling lama dua hari kerja berikutnya untuk
berunding guna memilih mediator, yang kemudian dilaksanakan proses mediasi.*

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan

%% Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada),
2011, him 187.

% Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional,
(Jakarta: kencana prenada, 2011), him. 310.
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mufakat atau konsensus para pihak dengan meminta satu pihak yang bersifat netral
yang kemudian disebut sebagai mediator.** Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 143
ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa hakim harus mendamaikan para pihak yang
berpekara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha untuk mendamaikan pihak yang
bersengketa ini dilakukan pada setiap pemeriksaan.®

Dukungan dari masyarakat dan Agama terhadap mediasi mendorong adanya
perbaikan dalam sistem litigasi di Pengadilan Agama. Hal ini juga dipengaruhi oleh
kemanfaatan dan keuntungan adanya mediasi oleh pihak-pihak yang bersengketa di
luar Pengadilan. Setelah diketahui berbagai manfaat dan keuntungan yang didapatkan
dari mediasi diluar Pengadilan, juga karena dorongan yuridis dari pasal 130 HIR dan
154 Rbg. Mahkamah Agung mulai mengintegrasikan mediasi di Pengadilan dalam
proses litigasi perdata/privat yang meliputi hukum keluarga, hukum kewarisan,
hukum kekayaan, hukum perjanjian, dan hukum bisnis. Diawali dengan Rakernas
tahun 2001 di Yogyakarta yang menghasilkan SEMA No 1 Tahun 2002 dengan
harapan perkara yang masuk dalam tingkat banding akan berkurang disebabkan
adanya penyelesaian perkara secara damai (mediasi).

Adapun proses mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan

% Takdir Rakhmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,(Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2010), him. 13.

% pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
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Penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Rl No 2 Tahun 2003.
Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam PERMA No. 2
Tahun 2003 ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak lagi efektif penerapanya.®’
Beberapa masalah yang dihadapi PERMA No 2 Tahun 2003 tidak diperbolehkan
hakim pemeriksa perkara menjadi mediator, tidak ada penegasan sifat wajib mediasi
apabila jika tidak dipatuhi maka perkara yang bersangkutan batal demi hukum, tidak
dijelaskan bahwa mediator bisa lebih dari satu orang.*® Oleh sebab itu Mahkamah
Agung mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat,
mempermurah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses
yang lebih besar kepada pencari keadilan.

Mahkamah Agung menyadari bahwa PERMA No.1 Tahun 2008 terdapat
kendala-kendala dalam implementasinya seperti tidak adanya kewajiban bagi para
pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dan kurang komplitnya
peraturan yang lain, sehingga dapat dikatakan tidak berhasil sebagaimana yang
semula diharapkan, hal ini antara lain karena tidak adanya i’tikad baik para pihak
untuk menghadiri proses mediasi.*® Oleh Karenanya, Mahkamah Agung
mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

37 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari’ah..., him. 310.

% Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam teori dan praktik, (Jakarta: Sinar Grafika),
2012), him 57-58.

% Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa...,183.
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dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses
mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata.

Menurut PERMA No 1 Tahun 2016 Mediasi adalah cara penyelesaian
sengketa melalui proses perundingan dalam rangka memperoleh kesepakatan para
pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator.”> Sehingga, efektifitas
mediasi adalah proses mengefektifkan pelaksanaan mediasi agar benar-benar berlaku
dan hidup dalam suatu masyarakat, sehingga mediasi berhasil mencapai tujuannya
dalam menyelesaikan sengketa secara konsensus. Perkara perceraian dalam penelitian
ini adalah, perkara yang diajukan baik oleh suami ( cerai talak) maupun oleh pihak
isteri (cerai gugat) ke Pengadilan Agama, dengan tujuan untuk mengakhiri sengketa
perkawinan yang terjadi antara kedua belah pihak.

Ada beberapa hal penting yang menjadi pembeda antara PERMA No.1 Tahun
2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi diantaranya terkait batas
waktu mediasi yang lebih singkat, lalu adanya kewajiban bagi para pihak (inpersoon)
untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi, dan hal yang paling baru
adalah adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum
para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.** Khusus mengenai
jangka waktu mediasi, jika sebelumnya di PERMA No 1 Tahun 2008 dijelaskan

bahwa jangka waktu mediasi adalah 40 hari (dengan dapat diperpanjang lagi selama

“0 pasal 1 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

41 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-

dalam-perma-nol-tahun-2016. Diakses pada 6 Februari 2017.
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14 hari), maka di dalam ketentuan yang terbaru yakni PERMA No. 1 Tahun 2016
dirubah hanya menjadi 30 hari saja. Ketentuan mengenai jangka waktu yang singkat
dengan hanya menjadi 30 hari menjadi hal yang cukup mencolok, sebab akan

berimplikasi pada efektifitas proses dan keberhasilan mediasi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahsan skripsi ini adalah sebagai
berikut :
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian  yang dipergunakan dalam pembahasan dan

penyajian skripsi ini penelitian lapangan (field research) adalah penelitian
yang dilaksanakan ditengah-tengah obyek penelitian guna mengetahui serta
memperoleh data secara jelas*? tentang bagaimana sebenarnya pelaksanaan

dan tingkat efektifitas mediasi di Pengadilan Agama. Penelitian ini juga
didukung dengan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian
yang dilakukan di perpustakaan dilangsungkan dengan cara membaca,
menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu

perpustakaan.*®

2 Bisri Mustofa, Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis, cet. ke-5 (
Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), him 3.

*® Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta,
2003), him. 7.
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2. Sifat Penelitian
Sifat Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu
sebuah penelitian untuk bertujuan mengungkap, menggambarkan,
mengurai dan menganalisa data sebagaimana adanya, sehungga bersifat
untuk mengungkap fakta (fact finding).** Dalam penelitian ini Penyusun
memaparkan dan menjelaskan mediasi sebagai salah satu sarana
penyelesaian perkara perceraian dengan jalur litigasi kemudian
mendeskripsikan dan menganalisis data dari informasi yang diperoleh guna
mendapatkan kesimpulan perihal penerapan dan kefektifitasan mediasi di
Pengadilan Agama Wates pasca terbitnya PERMA No 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi.
3. Pendekatan Penelitian
a. Normatif
Pendekatan ini berdasarkan pada kaidah-kaidah atau norma-norma
hukum Islam yang berlandaskan sumber hukum Islam baik dari Al-
Qur’an, Sunnah, maupun dari norma-norma Islam lainnya yang ada di
dalam kajian hukum Islam. Pendekatan ini berguna untuk mengkaji

hukum mediasi dilihat dari sudut pandang normatif-teoritis. *

* Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1933), him.
3L

** Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: CV Rajawali, 1985),him. 151.
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b. Yuridis
Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang diteliti dengan
menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
(positive law) yaitu PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur
mediasi di pengadilan, dengan ditunjang pula menggunakan
pendekatan hukum lainnya yang relevan.*
Lokasi Penelitian
Tempat penelitian yang akan dilakukan adalah Pengadilan Agama Wates.
Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang dipakai oleh penulis dalam menyusun skripsi ini
adalah :
a. Observasi
Mengadakan pengamatan langsung terhadap mekanisme
pelaksnaan suatu proses,*” dalam hal ini proses mediasi di
Pengadilan Agama Wates baik mengamati proses secara langsung
maupun secara tidak langsung dari hasil sementara proses-proses
mediasi yang sudah ada. Observasi terbatas yang sudah penulias
lakukan adalah dengan cara mengamati jalannya prosedur mediasi

di Pengadilan Agama sesuai dengan implementasi PERMA No. 1

¢ 1bid., him. 15.

* Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), him. 128.
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Tahun 2016. Penulis juga mengamati proses bagaimana ketika
mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Wates terjadi
kesepakan damai ataupun gagal damai.
b. Interview

Penulis melakukan wawancara mendalam (in depth interview)*
melakukan dialog bertatap muka secara langsung antara penyusun
dengan subyek maupun informan yang berkompeten dan
mengetahui pembahasan yang terkait dengan skripsi ini.
Wawancara tersebut dipersiapkan terlebih dahulu dengan
menyiapkan beberapa pertanyaan yang didasarkan pada masalah
yang akan dibahas kemudian dilakukan secara terbuka dan
terencana. Narasumber yang penulis wawancarai ada 4
Narasumber terdiri dari tiga orang hakim Pengadilan Agama
Wates Yogyakarta yang bertugas sebagai mediator, serta seorang
panitera yang mengurusi perkara di Pengadilan Agama Wates
Yogyakarta. Keempat narasumber ini sengaja penulis pilih
dikarenakan mereka merupakan orang yang terjun langsung dalam
pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta.

c. Dokumentasi

8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, cet. Ke-11 (Jakarta:
Rineka Cipta, 1998), him 114.
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Dokumentasi yang penulis maksud adalah dengan cara
pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang
ada di Pengadilan Agama Wates berkaitan dengan fokus penelitian
dan berkaitan dengan subyek maupun obyek yang akan diteliti.
Dokumen yang penulis teliti adalah dokumen-dokumen yang
menerangkan hasil-hasil pelaksanaan mediasi di Pengadilan
Agama Wates tahun 2016 (pasca terbithya PERMA No. 1 Tahun
2016) hingga sekarang dan juga tahun sebelumnya sebagai
pembanding, serta arsip dokumen lain yang terkait dengan

penelitian skripsi ini.

6. Analisis Data

Analisa data yang penyusun gunakan adalah metode analisa
kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu cara berfikir
yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan
untuk menganalisis pelaksanaan dan pengoptimalan mediasi di Pengadilan
Agama sebagai salah satu sengketa alternatif dalam hal ini mediasi ke
dalam proses peradilan (litigasi). Selain itu penulis juga menggunakan
analisis induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus
dan peristiwa-peristiwa kongkret kemudian digeneralisasikan.*”® Kedua

metode tersebut penulis gunakan dalam menganalisis data yang didapat.

* Sutrisno Hadi, Metedologi Research 1, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Andi, 2004), him. 47.
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G. Sistematika pembahasan

Untuk memperjelas gambaran penelitian yang akan dilakukan, sistematika

pelaporan yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang
masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian kajian pustaka kerangka teori metode penelitian sistematika
pembahasan.

Bab kedua, berisi gambaran umum mediasi, pengertian mediasi, peran dan
fungsi mediator, ketentuan mediasi dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum islam, teori efektifitas hukum. Materi-materi tersebut dianggap penting
untuk memberikan gambaran berupa konsep mediasi yang diterapkan di
Pengadilan Agama Wates Yogyakarta, terlebih materi tersebut merupakan dasar
yang harus dikuasai baik oleh penyusun maupun pembaca.

Bab ketiga, membahas tentang pelaksanaan mediasi perkara cerai dan
problemnya di Pengadilan agama wates pasca PERMA No 1 Tahun 2016.
Pembahasan terdiri dari gambaran umum yang membicarakan tentang letak
geografis, struktur organisasi, wilayah hukum serta keadaan Pengadilan Agama
Wates Yogyakarta dan perkara-perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan
Agama Wates, perkara perceraian yang dimediasi, prosedur mediasi, dan kendala

yang dihadapi dalam proses mediasi.
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Bab keempat, bagian ini merupakan analisis terhadap pokok permasalahan
dalam skripsi secara lebih jauh dan faktual tentang efektifitas waktu penyelesaian
mediasi di Pengadian Agama Wates dan terkait dengan faktor-faktor yang
mempengaruhi efektifitas penerapan ketentuan peraturan mediasi yang telah
dilaksanakan pasca terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran.
Kesimpulan di dalam bab ini merupakan kristalisasi dari hasil analisis
permasalahan yang penulis paparkan dalam bab analisis. berdasarkan kesimpulan,
maka terhadap beberapa hal yang dipandang perlu untuk direkomendasikan, akan

dirumuskan dalam bentuk saran-saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai efektifitas mediasi dalam perkara
perceraian pasca terbitnya PERMA No. 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Wates, DIY,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 di sudah berhasil
dilaksanakan dengan baik namun belum efektif untuk menekan angka perceraian di
Pengadilan Agama Wates. Hal ini dikarenakan perkara yang berhasil didamaikan
masih sedikit ketimbang mediasi yang gagal. Dikatakan berjalan dengan baik
karena data di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun
2016 sudah berjalan semenjak diterbitkan dan prestasinya juga lebih baik daripada
tahun sebelumnya yakni jumlah perkara yang dicabut karena damai, yakni
sebanyak 7% dari keseluruhan perkara yang masuk pada tahun 2016 dibandingkan
tahun sebelumnya (2015) yang hanya 1%. Sedangkan dinilai belum efektif karena
keberhasilannya masih dinilai sangat kecil dibandingkan jumlah perkara yang gagal
yaitu 93% lainnya dari total perkara yang diajukan. lIdealnya, suatu mediasi
dikatakan efektif apabila keberhasilannya adalah maksimal, yakni mampu menekan
angka perceraian lebih banyak.

2. Upaya yang dilakukan mediator dalam mengefektifkan mediasi di Pengadilan
Agama Wates selama ini adalah dengan cara menyelenggarakan mediasi di
lingkungan gedung Pengadilan Agama Wates. Hal ini dengan pertimbangan
efisiensi biaya dan waktu. Dikatakan efisiensi biaya karena mediasi yang dilakukan

di lingkungan gedung Pengadilan Agama gratis tidak dibebani biaya sewa tempat.



Begitu pula dikatakan efisiensi waktu karena memudahkan para pihak dan juga
mediator dalam mengatur waktu dan jadwal mediasi dengan para mediator yang
yang bertugas. Umumnya mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Wates
adalah para hakim, maka apabila mediasi dilakukan di lingkungan gedung
Pengadilan Agama Wates akan memudahkan untuk bertemu dan menentukan
waktu mediasi, seperti waktu-waktu luang hakim di saat tidak sidang, ataupun di
waktu setelah hakim selesai bertugas sidang. Sisi positif lainnya dari mediasi yang
mewajibkan dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Wates adalah bertujuan
untuk memberikan kesan resmi kepada para pihak yang bersengketa sehingga para
pihak bersedia untuk hadir.

Upaya-upaya sebagaimana disebutkan di atas merupakan upaya para mediator dan
kebijakan dari Pengadilan Agama Wates Yogyakarta dalam memaksimalkan proses
mediasi yang tujuannya agar mediasi tersebut efektif untuk mendamiakan para
pihak sekaligus menjadikannya lebih efisien. Meskipun demikian, penulis
mendapati bahwa keberhasilan mediasi tergolong masih sangat sedikit jika
dibandingkan kegagalannya yang sangat banyak. Adapun kegagalan mediasi di
Pengadilan Agama Wates disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

a) Faktor Perkara yang diajukan cukup berat dan dirasa tidak dimungkinkan
lagi untuk berdamai. Setiap perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan
Agama Wates dilatarbelakangi oleh permasalahan yang cukup berat dan
menyangkut psikologis seseorang sehingga para pihak enggan untuk
membuka masalahnya karena dianggap aib yang memalukan.

b) Faktor ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi. Meskipun dalam
PERMA No. 1 Tahun 2016 sudah ada ketentuan mengenai kewajiban para

pihak untuk hadir dalam proses mediasi, kenyataannya masih banyak para
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pihak yang bersengketa tidak mau menghadiri proses medasi. Padahal
kehadiran para pihak ini merupakan faktor umum yang menjadi penentu
apakah mediasi yang dilakukan nanti akan berjalan lancar atau tidak.
Apabila para hadir sudah tidak mau menghadiri proses mediasi maka bisa
dipastikan mediasi tidak akan berjalan lancer dan menjadi penyebab
kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Wates, sehingga sebagian besar
perkara diperiksa dan diputus secara verstek.

¢) Kurangnya kemampuan dan skill tambahan bagi mediator dalam memediasi
perkara, serta kurangnya kesadaran para mediator dari unsur hakim
Pengadilan Agama Wates yang tergerak hatinya untuk memperjuangkan
mediasi sepenuh hati untuk mengupayakan perdamaian juga menjadi salah
satu faktor kegagalan mediasi. Para mediator selama ini terkesan hanya
menjalankan tugas (menggugurkan tugas) semata, tanpa ada niatan yang

gigih untuk mendamaikan.

Saran

. Perlu adanya aturan atau regulasi yang lebih tegas dan jelas berkenaan dengan
prosedur pelaksanaan mediasi, khususnya terkait dengan keharusan hadirnya para
pihak dalam mediasi. Pengadilan Agama bisa memanfaatkan salah satu ruang di
pengadilan untuk dijadikan ruang mediasi. Hal ini untuk mencipkatan kesan resmi
bahwasanya mediasi merupakan rangkaian dari suatu proses hukum yang wajib
untuk dijalani oleh para pihak. Dengan demikian para pihak akan merasa
berkewajiban untuk menghadirinya.

. Pengadilan Agama agar menjalankan proses mediasi dengan sebaik-baiknya sesuai
dengan aturan yang ada serta mengoptimalkan kinerja mediator dari hakim serta

melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin. Peningkatan kompetensi dan
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keahlian para hakim yang bertindak sebagai mediator juga mutlak dilakukan demi
terwujudnya proses mediasi yang optimal sehingga mampu mendamiakan banyak

kasus sengketa melalui mediasi.
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Data Perkara Perceraian

1. Data Perkara perceraian tahun 2015

Bulan Sisa Perkara | Tidak mediasi | gagal Cabut | Masih | Sisa
perkara | masuk | dapat proses | perkara
lalu dimediasi

Januari 149 82 70 6 6 0 6 176

Februari 176 64 44 9 9 0 11 175

Maret 175 44 28 16 13 0 3 146

April 146 60 54 6 3 0 3 132

Mei 140 45 32 13 5 0 8 132

Juni 132 49 33 16 9 1 6 125

Juli 125 45 39 6 6 0 0 112

Agustu 112 73 74 4 2 0 2 107

September | 107 66 90 7 4 0 3 76

Oktober 76 50 90 7 3 0 4 29

November | 29 85 95 12 10 1 1 7

Desember | 7 50 37 20 18 0 2 0




2. Data Perkara perceraian tahun 2016

Bulan Sisa Perkara | Tidak mediasi | gagal | berhasil | Tidak | Masih
perkara | masuk | dapat Layak | proses
lalu dimediasi

januari 0 86 12 5 5 0 8 0

Februari 69 64 12 11 0 1 10 5

Maret 41 49 11 13 0 0 13 )

April 61 51 18 8 0 0 8 5

Mei 81 52 21 10 0 0 10 8

Juni 94 36 12 8 0 0 8 8

Juli 102 47 30 7 0 0 7 4

Agustu 108 75 49 14 3 1 10 6

September | 114 56 24 12 0 0 12 10

Oktober 124 61 32 6 2 1 3 11

November | 136 54 30 13 1 4 8 15

Desember 132 52 39 13 4 1 8 11




3. Data Perkara perceraian tahun 2017

januari 125 82 42 25
Februari 135 57 50 10
Maret 125 50 36 9
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Data Mediasi Perceraian Pengadilan Agama Wates

1. Rekapitulasi data Mediasi perkara perceraian 2015

149 713 725 139 88 2 49

2. Rekapitulasi data Mediasi perkara perceraian 2016

0 683 290 120 15 8 97 88

3. Rekapitulasi data Mediasi perkara perceraian 2017

0 189 128 18 18 0 9
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